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Abstrak  

Pembangunan merupakan usaha yang disengaja dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik. Pada 

lingkup pemerintah desa, pembangunan harus direncanakan secara sistematis dan diikuti dengan tata kelola 

yang baik. Dalam hal ini, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi dasar bagi seluruh dokumen 

perencanaan, rencana pembangunan desa, kecamatan dan SKPD di tingkat kabupaten, provinsi dan 

pemerintah pusat. Desa Gading Watu, Kabupaten Gresik ialah salah satu desa mandiri yang membuat 

RKPDes dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam penyusunannya masih 

belum dilakukan secara maksimal utamanya pada partisipasi rapat dan perspektif selektif bahwa tidak 

semua aspirasi dari masyarakat diterima. Oleh sebab itu, tujuan diadakannya penelitian ini untuk 

menganalisis perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Gading Watu 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penelitian 

berfokus pada teori perencanaan pembangunan desa dari Ariadi (2019). Subjek penelitian ini ditentukan 

dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis data menurut Creswell (2014). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu telah melibatkan seluruh 

unsur (aparatur, BPD, masyarakat) untuk menyusun RKPDesa. Pada aspek transparansi, diwujudkan 

melalui penyelenggaraan musyawarah desa, pemanfaatan website dan menampilkan banner. Pada aspek 

selektif, telah menetapkan prioritas pembangunan fisik dan non-fisik. Aspek akuntabel diwujudkan melalui 

kegiatan musrenbang, pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Aspek pemberdayaan diwujudkan melalui 

upaya meningkatkan keterampilan mayarakat dalam berdagang. Serta aspek keberlanjutan diwujudkan 

melalui pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin. 

Kata Kunci : Analisis, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pembangunan. 

 

 

Abstract 

Development is a deliberate effort in the framework of change for the better. Within the scope of village 

government, development must be planned systematically and followed by good governance. In this case, 

the Village Government Work Plan (RKP) forms the basis for all planning documents, village, sub-district 

and SKPD development plans at the district, provincial and central government levels. Gading Watu 

Village, Gresik Regency is one of the independent villages that has made RKPDes with focus on village 

infrastructure development. However, the preparation has not been carried out optimally, especially on 

meeting participation and a selective perspective that not all aspirations from the community are accepted. 

Therefore, the purpose of this research is to analyze the development planning of the Village Government 

Work Plan (RKPDes) in Gading Watu Village, Menganti District, Gresik Regency. The method used is 

descriptive qualitative. The research focuses on the theory of village development planning from Ariadi 

(2019). The subject of this research was determined by purposive sampling technique. Data collection 

techniques were carried out through observation, interviews and documentation which were then analyzed 

using data analysis according to Creswell (2014). The results of this study indicate that in the participatory 

aspect, Gading Watu Village has involved all elements (apparatus, BPD and community) to prepare the 

RKPDesa. In the aspect of transparency, this is realized through holding village meetings, using the website 

and displaying banners. In the selective aspect, it has set priorities for physical and non-physical 

development. The accountable aspect is manifested through musrenbang activities, budget development 

and implementation. Aspect of empowerment is realized through efforts to improve the skills of the 

community in trading. As well as aspects of sustainability realized through the implementation of regular 

evaluation meetings. 

Keywords: Analysis, Village Government Work Plan (RKPDes), Development. 
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PENDAHULUAN  

Pembangunan merupakan usaha yang disengaja 

dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik, karena 

pembangunan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, 

maka dimaksimalkan selaras dengan tujuan pembangunan 

tersebut untuk kemaslahatan masyarakat (Kuniyo dan 

Larasati, 2019:114). Pada hakikatnya, tujuan 

pembangunan adalah mewujdukan masyarakat yang 

setara, adil dan makmur. Pembangunan dimulai dengan 

rencana pembangunan untuk merencanakan program 

pembangunan masa depan (Nasution, Syamsuri, dan 

Ichsan, 2021:119). Sedangkan perencanaan merupakan 

memilah dan menghubungkan fakta dengan asumsi-

asumsi terkait kondisi kedepannya, melalui perumusan 

dan penggambaran kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan (Alfiaturrahman, 

2016:257).  

Perencanaan bertujuan untuk memastikan 

kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat 

tercukupi dan sesuai dengan harapan mereka, dimana 

tercapainya kondisi final yang diharapkan dan memastikan 

kebutuhan masyarakat penerima benar-benar tercukupi 

menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut (Manghayu, 2018:95). Oleh karena itu, rencana 

pembangunan menjadi pedoman penting untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan itu sendiri, dan 

rencana tersebut harus mampu diterapkan dan layak. 

Sebab, masyarakat ialah faktor terpenting pada 

pembangunan, maka partisipasi masyarakat dibutuhkan 

untuk perencanaan pembangunan yang terbaik (Latif, 

Irwan, dan Mustanir, 2019:145).  

Perencanaan pembangunan yang harus 

diperhatikan adalah pada desa karena titik fokus dari peta 

pikiran pembangunan Indonesia adalah desa itu sendiri. 

Desa adalah ujung tombak pemerintah dalam menjalankan 

pembangunan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, 

desa diberdayakan dalam rangka pengaturan 

pembangunan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk 

membantu desa mencapai kesejahteraan warganya. 

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, 

Desa merupakan badan hukum dengan batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional masyarakat, 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa dibentuk dan diakui pada sistem 

pemerintahana nasional, terletak di kabupaten/kota. 

Berdasar pada pola pemikiran bahwasannya mereka 

berhak mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat. Desa harus 

menumbuhkan transparansi dan demokratisasi desa. 

Melihat desa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang 

potensial harus menjadi harapan baru pada program 

pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Perubahan 

kondisi internal dan eksternal yang terjadi memerlukan 

kebijakan yang tepat dan matang oleh pengambil 

kebijakan untuk mengembangkan potensi pedesaan.  

Berbagai upaya diarahkan pada pembangunan 

berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat 

pada proses perubahan sosial, memperkuat pelayanan 

masyarakat, dan berupaya mendukung pemerintah dan 

kelembagaan desa. Melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, selanjutnya pada suatu rencana 

pembangunan desa, pemerintah desa harus membentuk 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa 

untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya desa. 

Tujuan pembangunan harus dilibatkan secara partisipatif 

untuk menggunakan dan mendistribusikan Pemerintah 

desa berperan penting dalam mengelola proses sosial di 

masyarakat (Hamdani dalam Kadir dkk., 2017:240).  

Kemandirian desa diciptakan pada kerangka desa 

diawali oleh penyusunan rencana desa yang sistematis dan 

kemudian dilanjutkan penyusunan tata kelola program. 

Menurut Ogar dan Edor dalam Ayub dkk., (2020:39) 

Pembangunan pedesaan harus menghasilkan hasil yang 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

Pembangunan desa juga dapat dilihat sebagai usaha 

percepatan pembangunan desa dengan memberikan 

infrastruktur yang menjadikan masyarakat lebih berdaya, 

dan usaha percepatan pembangunan ekonomi lokal yang 

kuat dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang ada di 

desa, masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol 

pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa juga 

diharapkan mampu mengelola wilayahnya secara mandiri, 

termasuk mengelola kekayaan desa, keuangan dan 

pendapatan desa, untuk menjadikan kualitas hidup desa 

dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Laka, 2020:72).  

Pemerintah desa untuk menjalankan kemandirian 

dalam mengelola potensi yang ada di desa, memiliki 

kewenangan sendiri untuk menyelenggarakan program-

program yang ada di desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 

2014 Pasal 1, desa sendiri berhak menyelenggarakan 

aspek pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, 

apembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan adat 

istiadat desa. Selanjutnya dalam UU No. 6 Tahun 2014, 

Pasal 18, kewenangan desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 

b. Kewenangan lokal berskala desa 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota 
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d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, 

pemerintah daera provinsi, atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota 

Pemerintahan desa melakukan penyusunan rencana 

pembangunan desa sejalan dengan kewenangan yang 

berpedoman pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota  (Kessa, 2015:19). Perencanaan 

pembangunan desa dijalankan oleh pemerintah desa 

bersama masyarakat desa dengan semangat gotong 

royong, masyarakat berhak memantau pelaksanaan 

pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa 

disusun secaraaberjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes), untuk jangka waktu (6) enam tahun. 

b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), ialah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangkaawaktu (1) satu tahun. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dimaksudkan untuk pedoman resmi 

pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Sekaligus menjadi pedoman 

penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa 

yang akan didiskusikan pada forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) asecara 

berjenjang (Saraswati dan Hariyanto, 2019:3). Rencana 

pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

desa (Musrenbangdes), menunjukan kuatnya pengaruh 

ketrampilan atau kemampuan dalam mempengaruhi 

perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan 

pembangunan desa tidak hanya sebatas adu gagasan atau 

usulan dari masyarakat, tetapi juga menyampaikan sejauh 

mana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan 

pertemuan yang bersifat resmi untuk membahas program-

program rencana pembangunan yang menjadi aspirasi 

masyarakat untuk dibahas bersama, dapat diusulkan dan 

disepakati (Fitriyah, 2022:211). 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat 

diartikan sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk 

jangka waktu (1) satu tahun. RKP terdiri dari rencana 

penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan 

kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa juga memuat 

hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 

sebelumnya, serta memuat prioritas kebijakan 

pembangunan yang akan mendatang. RKP juga memuat 

pembangunan kawasan pedesaan antar desa atauahal-hal 

mengenai kondisi darurat atau bencanaaalam serta 

kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau 

Pemerintah Kabupaten. 

RKP desa sendiri dapat menjadi dasar bagi seluruh 

dokumen perencanaan, rencana pembangunan desa, 

kecamatan dan SKPD di tingkat kabupaten, provinsi dan 

pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan RKP Desa ialah 

hasil proses perencanaan dari bawah ke atas sebagai sistem 

perencanaan bertahap oleh Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, Kecamatan, 

Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pemerintah desa perlu 

memahami bahwasannya RKP desa tidak bisa 

dilaksanakan secara sepihak. Pasal 30 menyebutkan 

bahwasannya kepala desa harus mengikutsertakan 

masyarakat desa dalam penyusunan RKP desa. Hal ini 

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 (Permendagri) Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa. 

RKP Desa merupakan dokumen rencana 

pembangunan tahunan yang digunakan sebagai 

acuan/pedoman pelaksanaan pembangunan bagi 

pemerintah desa yang kemudian dijadikan dasar 

penyusunan APBDes pada tahun anggaran tertentu. 

Rancangan ini disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan 

disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat 

dalam Musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh 

Kepala Desa kemudian diundangkan dalam Lembaran 

Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ada beberapa pendapat tentang pentingnya 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam 

pembangunan pedesaan. Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes) digunakan untuk memberikan kepastian dalam 

mencapai tujuan pembangunan yang diartikulasikan dari 

visi dan misi Rencana Pembangunan Desa. Hal ini sangat 

penting dalam konteks pengelolaan dan pembangunan 

pemerintahan (Akbar dkk., 2019). Pembuatan RKPDes 

dapat digambarkan sebagai kebijakan yang disepakati 

bersama yang sesuai dengan ketentuan hukum negara 

(Ramadhan dkk., 2022). Tujuan dari penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yaitu 

memandu/membantu kegiatan pada pelaksanaan 

pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar 

pengembangan peraturan desa terkait anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBD). Desa mempunyai 

kebijakan atau dokumen perencanaan tahunan dengan 

kekuatan hukum yang memadai (Ratu dkk., 2021). 

Adapun potensi yang dimiliki Indonesia adalah persebaran 

wilayah desa atau kelurahan yang tertera pada gambar 

sebagai berikut: 
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Diagram 1. Data Jumlah Desa/Kelurahan di 

Indonesia 

Sumber : Kementrian Dalam Negeri, 2021 
 

Berdasarkan data Diagram 1, Jawa Timur adalah  

provinsi yang memiliki potensi besar untuk pembangunan 

desa dan patut mendapat perhatian untuk pembangunan 

desa. Menurut data Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) yang bersumber pada tanggal 31 Desember 

2021, terdapat 83.458 desa di Indonesia dan Jawa Timur 

di urutan kedua dengan 8.506 desa. Dari hal tersebut, 

Pemerintah Jawa Timur lebih memfokuskan pada 

pembangunan desa yang memiliki potensi dalam 

meningkatkan kesejahteraan guna mendukung 

keberhasilan pada pembangunan desa di Jawa Timur 

seperti yang tertera pada gambar berikut: 

 

 
Diagram 2. Data Status Desa Jawa Timur 

Sumber :  Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan 

Pedesaan Nomor 398.4.1. Tahun 2021 
 

Berdasarkan Diagram 2, Provinsi Jawa Timur 

terbukti menjadi provinsi dengan beberapa desa mandiri. 

Jawa Timur baru-baru ini dinobatkan sebagai provinsi 

dengan desa paling mandiri di Indonesia. Berdasarkan 

pemutakhiran data Indeks Desa Berkembang. Dengan 

demikian, Jawa Timur merupakan penyumbang desa 

mandiri terbesar dibandingkan provinsi lain. Terdapat 697 

Desa Mandiri dan 3.282 Desa Maju di Provinsi Jawa 

Timur (Bappeda Jatim, 2022). Salahasatu wilayah yang 

memiliki beberapa desa mandiri di Jawa Timur adalah 

Kabupaten Gresik yang sebagaimana pada gambar berikut 

ini: 

 
Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Gresik 

Sumber : Eastjava Gresik Tourism, 2022 
 

Ditinjau dari letak geografisnya, Kabupaten Gresik 

terletak pada lokasi yang sangat strategis bagi 

perekonomian nasional. Sebab, kabupaten ini berada di 

selat madura serta mempunyai daerah pesisir sepanjang 

140 km. Hal inilah yang membuat Kabupaten Gresik ikut 

bergabung pada Kawasan Andalan 

GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-

Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Kabupaten 

Gresik juga mempunyai keunggulan pada sektor industri, 

perdangan dan jasa, perikanan, pertanian dan pariwisata, 

sehingga harapannya daerah itu dapat dijadikan pusat 

pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan 

perekonomian di daerah sekitarnya.  

Kabupaten Gresik sebagai kota industri, serta 

mempunyai keragaman potensi pariwisata seperti wisata 

budaya, wisata religi, dan alam. Adapun salah satu desa di 

Kabupaten Gresik yang telah mendapatkan predikat Desa 

mandiri yaitu Desa Gading Watu. Berdasarkan wawancara 

awal peneliti, Desa Gading Watu yang berada di 

Kabupaten Gresik, terdapat potensi SDM dari masyarakat 

yang dimiliki dalam mengembangkan usaha. Mayoritas 

warga Desa Gading watu bekerja sebagai peternak, 

pengusaha pengrajin rotan, pengusaha pabrik tahu, 

sehingga hal ini dapat meningkatkan proses pemberdayaan 

masyarakat. Sebagai desa yang mempunyai banyak 

potensi sumber daya manusia yang beraneka ragam 

pekerjaan dan memiliki banyak pengusaha di bidang kayu, 

maka Desa Gading watu menjadi salah satu Desa mandiri 

pada pengembangan potensi desa.  

Melihat potensi pada bidang pemberdayaan yang 

ada di Gading Watu, penelitian ini dilakukan di Desa 

Gading Watu. Dimana desa ini ialah desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Peneliti 

berfokus pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa) tertuang pada Peraturan Desa Gading watu Nomor 

3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKP Desa) Desa Gading Watu Tahun 2022. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, pembangunan Desa Gading Watu 

dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan hasil 

yang sesuai dengan visi desa. Selanjutnya diperlukan 

adanya dasar dan pedoman pelaksanaan program 

pembangunan desa, yang dijabarkan setiap tahun melalui 

RKP Desa di setiap tahun. Pada tahun 2022 Desa Gading 

Watu telah merumuskan dokumen RKP Desa berikut ini: 

Tabel 1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 

Desa) 
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Sumber : Dokumen RencanaaKerja Pemerintaha (RKP 

Desa) Desa Gading Watu, 2022 
 

Berdasarkan data di Tabel 1. Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Gading Watu tahun 2022 merumuskan 

10 prioritas terkait pembangunan desa. Anggaran 

terbesarnya berada di pembangunan TPS sebesar 

174.600.000 dan Pembangunan TPT Makam Dusun Pule 

sebesar 100.000.000. Selain itu sekertaris desa Mukayat, 

memberi informasi bahwa perencanaan pembangunan 

masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah desa juga merencanakan pembangunan kios-

kios untuk menunjang UMKM dalam mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 

mensejahterkan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahadi Desa 

Gading Watu, peneliti akan menganalisis tahapan 

perencanaan Pembangunan, dalam prespektif 6 (enam) 

indikator perencanaan pembangunan sebagaiamana yang 

dijelaskan (Ariadi, 2019:139-140) di antaranya: 

a. Partispatif 

b. Transparansi 

c. Selektif 

d. Akuntabel 

e. Pemberdayaan 

f. Keberlanjutan 

Perencanaan pembangunan dalam lingkup skala 

Desa yang berkesinambangungan dengan menyelaraskan 

kebijakan pembangunan Kabupaten. Dengan menampung 

aspirasi masyarakat yang dikemukakan pada berita acara 

rapat penyusunan RKP desa Gadingwatu. Rapat tersebut 

diikuti Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa, 

Anggota BPD, Perangkat Desa TP PKK Desa, Ketua 

RT/Rw, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

tokoh masyarakat beserta tokoh agama. Berdasarkan hasil 

data dari daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa 

Gadingwatu diperoleh data di bawah ini: 

 

Tabel 2. Daftar Kehadiran RKP Desa Gading Watu 

tahun 2020-2022 

 
Sumber:  Diolah oleh penulis, 2022 

 

Merujuk pada Tabel 2. dapat diketahui 

bahwasannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) amasih terdapat perwakilan rapat yang 

tidak bisa menghadiri proses perencanaan kerja 

pembangunan desa. Padahal proses musyawarah 

perencanaan ini menjadi pondasi penting dalam 

perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).  

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal 

dengan sekretaris Desa Gading Watu Mukayat, 

mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

belum maksimal. Pada penyusunan RKPDes tahun 2022 

ini musyawarahnya dilakukan pada siang hari. Dari 

undangan yang telah di bagikan kepada masyarakat, masih 

terdapat masyarakat yang tidak bisa hadir pada undangan 

musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes. sehingga 

hasil pengamatan peneliti mengenai, perspektif partisaptif 

kegiatan musyawarah desa mengenai penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) masih belum maksimal 

karena ditemukan ketidakmaksimalan dalam partisipasi 

rapat. 

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan 

Wakil Badan Permusyawaratan Desa Hartono, 

menjelaskan bahwa terkait pemerintah desa tidak bisa 

menerima semua usulan dan saran dari masyarakat Desa 

Gadingwatu terkait rencana kerja pemerintah desa, 

dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Selama ini 

rencana kerja yang telah disusun tidak dapat menerima 

semua aspirasi yang diberikan masyarakat.  Sehingga 

permasalahan dari perspektif selektif adalah semua 

usulan-usulan dalam kegiatan musyawarah desa mengenai 

perencanaan pembangunan yang diberikan masyarakat 

tidak seutuhnya dapat diterima oleh pemerintah desa, 

dikarenakan keterbatasan anggaran dan pemerintah desa 

juga mengklasifikasikan anggaran yang ada untuk bidang-

bidang lainya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, masih terdapat 

beberapa permasalahan yang terjadi pada proses 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

Desa Gading Watu. Hal tersebut menggambarkan perlu 

adanya kajian ilmiah sebgai bahan analisis untuk menjadi 

bahan rekomendasi pemerintah desa. Sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti dan menuangkan pada skripsi 

berjudul “Analisis Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik Tahun 2022”. Penelitian ini 

bertujuan utnuk menanalisis perencanaan pembangunan 

rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam 

keterkaitan partisipatif, transparansi, selektif, akuntabel, 

pemberdayaan dan keberlanjutan Desa Gading Watu 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022. 

METODE 

Penelitianaini merupakan penelitian dengan 

metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2017:59) 

mengumukakan metode deskriptif merupakan penelitian 

yang melukiskan, menggambarkan serta memaparkan 

kondisi objek yang diteliti dengan apa adanya, sesuai 

dengan situasi dan kondisi ketika penelitian dilaksanakan. 
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Adapun lokasi penelitian di Desa Gading Watu, 

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Penelitian ini 

berfokus pada enam dari sepuluh indikator teori 

pelaksanaan perencanaan pembangunan yang 

dikemukakan oleh Ariadi (2019:139-140) diantaranya 1) 

partisipatif; 2) transparansi; 3) selektif; 4) akuntabel; 5) 

pemberdayaan dan 6) keberlanjutan. 

Kemudian subjek penelitian dipilih dengan teknik 

teknik purposive sampling. Adapun subjek penelitian yang 

dimaksud meliputi sekretaris Desa Gading Watu, ketua RT 

03 dan wakil BPD Gading Watu. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

yang digunakan yakni analisis data menurut Creswell 

(2014:247) dengan tahapan organizing and preparing, 

reading through all data, coding the data, interrealiting 

themes/descriptions, interprenting the meaning of 

themes/desreiptions, and validating the accuracy of the 

information. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Gading Watu merupakan desa yang berada di 

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Desa ini 

mempunyai potensi yang sangat besar, baik pada sumber 

daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ 

organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini sumber daya 

tersebut belum benar-benar diberdayakan secara optimal. 

Oleh karena itu, pada penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) harus dilakukan dengan baik 

untuk mengoptimalkan potensi yang ada melalui 

perencanaan pembangunan yang baik pula. Selain itu, 

RKP Desa tersebut nantinya digunakan sebagai acuan 

pengurus desa dalam melaksanakan program 

pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pada penelitian ini, proses penyusunan RKP Desa 

dikaji melalui teori pelaksanaan perencanaan 

pembangunan oleh Ariadi (2019:139-140) di antaranya: 

1. Partisipatif 

Perencanaan pembangunan desa dikatakan baik 

ketika kelompok-kelompok penting dalam masyarakat 

desa dilibatkan dalam proses tersebut. Dengan 

berpartisipasi, masyarakat mengetahui skala prioritas 

kebutuhan yang digariskan pada program dan 

berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pemantauan 

hasil pembangunan. Proses penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP Desa) diharuskan 

mengikutsertakan keseluruhan elemen yang ada. Artinya 

masyarakat dapat terlibat dan terlibat aktif dalam 

pembuatan rencana kerja tersebut. 

Pemerintah desa Gading Watu berupaya untuk 

melibatkan masyarakat dalam tahapan penyusunan RKP 

Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengetahui 

segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai 

kesejahteraan, tanpa melibatkan masyarakat pada proses 

pembangunan, pembangunan tidak akan tercapai karena 

kebijakan pimpinan sangat jauh dari tujuan, kepentingan 

dan kebutuhan rakyat (Probosiwi, 2015). Hal ini dikuatkan 

oleh pernyataan Bapak Hartono sebagai Wakil BPD 

Gadingwatu menyatakan bahwa: 

“Tujuan dari adanya proses Musyawarah desa 

dalam penyusunan RKP tahun 2022 yang 

melibatkan RT,RW, BUMDES, PKK, dan unsur 

masyarakat lainnya ini sangatlah penting, untuk 

mengajukan program-program yang diinginkan, 

karena masyarakat lebih mengetahui apa yang 

dibutuhkan sehingga program yang dibuat bisa 

berjalan efektif serta bermanfaat untuk 

masyarakat ”(Wawancara,15 Januari 2023). 
  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, 

partisipasi masyarakat dapat dilihat pada kegiatan 

musyawarah yang diselenggarakan di desa. Adapun 

bentuk musyawarah tersebut ialah  musdes yang 

menghasilkan dokumen RKP Desa. Partisipasi yang 

dilakukan oleh Desa Gading Watu dalam penyusunan 

RKPDesa dilaksanakan melalui musyawarah desa, dengan 

melibatakan seluruh unsur baik aparatur desa bersama 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat 

yang terlibat meskipun masih belum maksimal 

kehadiranya, ada beberapa yang tidak bisa menghadiri 

rapat tersebut. Hal ini menyatakan bahwa upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kesetaraan masyarakat, yang 

dimana semua masyarakat berhak untuk terlibat dalam 

penyusunan RKPDes Sebagaimana Bapak Suntoro yang 

turut memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Melalui musyawarah desa saya dapat mewakili 

warga untuk memberikan masukan dan saran 

kepada aparatur desa terkait pembangunan di 

lingkungan RT. 03 terkait permasalahan atau 

kebutuhan warga. Tentu secara partisipasi 

menurut saya sudah diberikan ruang, tinggal 

bagaimana tindak lanjut setelah partisipasi kami 

di tampung” (Wawancara, 16 Januari 2023). 
 

Selain itu, selama proses persiapan musyawarah 

desa, pemerintah desa Gading Watu juga telah membuat 

tim penyusun RKP Desa untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Disampaikan Bapak Mukayat selaku 

Sekretaris Desa Gading Watu sebagai berikut: 

“Pemerintah desa juga memiliki peran dalam 

penyusunan RKP untuk membentuk tim penyusun 

RKP. Misalnya Kepala Desa sebagai Pembina tim 

dan Sekretaris Desa menjadi ketua tim. Tim ini 

dibentuk melalui musdes yang melibatkan semua 

lini, tidak hanya pemerintah desa saja. Namun 

melibatkan karang taruna, PKK dan dari semua 

unsur yang ada” (Wawancara, 14 Januari 2023). 
 

Dengan dibentuknya tim penyusun RKP Desa yang 

tidak hanya melibatkan aparatur desa namun unsur-unsur 

lain juga terlibat seperti karang taruna dan PKK, dapat 

dijadikan jembatan antara pemerintah dan masyarakat 
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pada tahapan pra penyusunan RKP Desa. Tim penyusun 

inilah yang mengumpulkan usulan dari masyarakat 

sebelum diadakan rapat penyusunan RKP Desa. Tim ini 

bertujuan agar masyarakat dapat mengusulkan apa saja 

permasalahan prioritas. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Suharto yang mengatakan bahwasannya indikator 

partisipasi adalah penguatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

memecahkan masalah serta dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat itu sendiri (Hamid, 2018). 

 RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa, yang 

disusun karena adanya persiapan yang diperlukan, 

sebelum diselenggarakan musyawarah desa agar program 

yang diinginkan oleh masyarakat ditransfer dalam 

musyawarah desa pabrik ini. dilaksanakan agar 

pemerintahan desa bagi masyarakat lebih transparan 

(Maftuhah et al, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintah 

Desa Gading Watu telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan 

pembangunan ialah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur 

masyarakat secara   partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa. 

Dari penjelasan tersebut, peneliti menemukan bahwa 

pemerintah desa Gading Watu belum melaksanakan 

partisipasi atau kehadiran secara maksimal pada tahapan 

RKP Desa melalui musyawarah desa yang diikuti oleh 

perwakilan unsuramasyarakat. Adapun upaya lainnya, 

pada tahapan pra pelaksanaan musyawarah desa dibentuk 

tim penyusun RKP Desa yang memiliki tugas melakukan 

pengambilan aspirasi masyarakat. 

 

2. Transparansi 

Transparansi ialah bentuk keterbukaan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian 

informasi pada pihak yang memerlukan informasi. 

Keterbukaan tersebut sebaga sarana dalam 

mengoptimalkan pengawasan dan akuntabilitas publik 

terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan (Sentanu, 

2022). Unsur transparansi pada penelitian ini adalah 

dimana Pemerintah Desa Gading Watu memberikan 

keterbukaan bagi masyarakat pada setiap proses dan 

tahapan penyusunan RKP Desa. Melalui transparansi 

tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk 

memperoleh informasi tentang kebijakan yang hendak dan 

telah dilaksanakan oleh pemerintah (Tahir, 2014:115). 

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Mukayat selaku 

Sekretaris Desa bahwasannya: 

“Keterbukaan dalam penyusunan RKP Desa 

ketika tim menghasilkan usulan dari masyarakat, 

setelah itu kami menyampaikan usulan tersebut 

pada rapat penyusunan RKP yang diperlihatkan 

dalam layar proyektor dan di ketahui oleh 

masyarakat yang hadir pada musyawarah desa” 

(Wawanara, 14 Januari 2023). 
 

Merujuk pada hasil pengamatan dan wawancara, 

dapat dilihat bahwasannya pemerintah Desa Gading Watu 

melakukan transparansi melalui forum musyawarah desa 

yang dilakukan sebagai forum terbuka antara pemerintah 

dan masyarakat. Transparansi bisa dilihat ketika terdapat 

musyawarah untuk menyusun rencana program/ kegiatan 

yang akan diusulkanabaik di RKP Desa 

(Hendrawati&pramudianti, 2020:102). Hal ini diperkuat 

dengan dokumentasi pemerintah desa terkait pelaksanaan 

transparansi dalam musyawarah desa pada gambar berikut. 

 
Gambar 2. Rapat penyusunan RKP yang di hadiri 

oleh tokoh masyarakat 

Sumber: Dokumen Desa, 2021 
 

Oleh karenanya, penyusunan RKPDes yang 

transparan dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi 

secara langsung dan ikut memantau pembangunan. 

Adapun hal lain yang dilakukan melalui penyebaran 

informasi melalui website desa yang dapat diakses melalui 

laman https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/, sehingga 

masyarakat dapat mengakses data atau informasi 

kapanpun dan dimanapun melalui website itu. Seperti 

yang disampaikan Bapak Mukayat selaku Sekretaris Desa 

Gading Watu sebagai berikut:  

“di sisi lain, kami pemerintahadesa juga sudah 

memiliki website desa sendiri yang bisa di cek di 

google. Tujuannya untuk bisa di akses 

masyarakat terkait bagaimana kegiatan-kegiatan 

kami ataupun untuk kebutuhan melihat dokumen 

lainnya ya. Jadi transparansinya tidak hanya di 

momen tertentu saja, tapi bisa terus dilakukan 

melalui website desa itu” (Wawancara, 14 Janurai 

2023). 
 

Dari wawancara tersebut, pemerintah desa telah 

melakukan transparansi kepada masyarakat melalui 

informasi digital (Kabu&Dhosa, 2021:26). Meskipun, 

pemerintah desa belum melakukan pembaharuan data 

secara maksimal. Berikut gambar tampilan website desa 

Gading Watu. 

https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/
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Gambar 3. Tampilan Website Desa Gading Watu 

Sumber: Diolah Peneliti, 2023 
 

Selain itu transparansi ditunjukkan melalui informasi 

mengenai anggaran pada kantor balai Desa Gading Watu 

berupa banner atau papan informasi yang ditujukan 

sebagai transparansi anggaran kepada masyarakat. Hal ini 

selaras dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 dimana transparansi informasi pada 

pelaksanaan akuntabilitas untuk masyarakat dapat 

dilakukan melalui pemasangan informasi terkait APBDes 

sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi 

APBDes. 

Disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gading Watu 

telah melaksanakan indikator transparansi melalui 

beberapa upaya. Pertama, dengan melaksanakan 

musyawarah desa sebagai forum terbuka antara pihak 

aparatur desa dan masyarakat desa. Kedua, dengan 

memanfaatkan teknologi melalui website desa yang dapat 

diakses setiap saat. Ketiga, dengan adanya Banner di 

depan Kantor Balai Desa sehingga masyarakat mengetahui 

bagaimana pengeluaran anggaran dan program 

pembangunan yang sudah dijalankan pemerintah desa. 

Dapat dikatakan Pemerintah Desa Gading Watu 

melakukan transparansi pada tahap penyusunan RKP Desa 

dan juga anggaran pengeluaran pembangunan. 

 

3. Selektif 

Selektif dalam memilih program pembangunan yang 

dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Unsur 

selektif pada penelitian ini yaitu bagaimana Pemerintah 

Desa Gading Watu melakukan seleksi dengan baik usulan 

masyarakat agar mencapai hasil optimal. Selektif ketika 

menghadapi masalah yang ada di desa menjadi satu pilihan 

bagi pemerintah desa, agar dapat menemukan jalan keluar 

bagi kepentingan yang mendesak dalam pembangunan 

sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat 

desa (Syaifudin dan Ma’ruf, 2022).  

Pada penelitian ini, selektif didefinisikan sebagai 

suatu proses yang dijalankan untuk melakukan pemilihan 

maupun penyaringan terhadap sesuatu. Selektif dengan 

mencermati keputusan mana saja yang menjadi prioritas 

dalam pembangunan, sehingga seluruh permasalahan 

dapat diseleksi dengan baik hingga tercapai keputusan 

yang maksimal dan memuaskan. Hal ini dilaksanakan 

untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait 

pembangunan desa. Adapun upaya yanga dapat dilakukan 

terkait program pembangunan desa ialah penetapan skala 

prioritas prioritas pembangunan.  

Unsur selektif dalam program pembangunan di Desa 

Gading Watu dengan mendahulukan prioritas bagi 

kesejahteraan umum masyarakat yang paling dibutuhkan 

saat situasi pada saat itu memang dibutuhkan. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan pernyataan dari Pak Mukayat 

sebagai sekretaris desa sebagai berikut:   

“semua usulan dari masyarakat bisa ditampung, 

akan tetapi pemerintah desa perlu melihat skala 

prioritas yang ada dan anggaran yang tersedia. 

Namun, usulan yang tidak diterima akan 

dilaksanakan pada tahun selanjutnya, untuk itulah 

dibentuk sebuah tim untuk memantau usulan 

yang belum diterima, namun tetap akan kembali 

keanggaran yang tersedia”. (Wawancara, 14 

Januari 2023) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, unsur selektif 

dari Desa Gading Watu sebenarnya dapat menampung 

aspirasi masyarakat, akan tetapi perlu melihat adanya 

skala prioritas yang mana akan didahulukan dengan 

melihat anggaran serta dukungan yang memadai dari 

pemerintah daerah, dengan melihat hal yang paling 

mendesak dan memastikan ketersediaan anggaran dana di 

tahun dimana program itu dilaksanakan. 

Pemerintah Desa Gading Watu selektif, ketika 

pandemi Covid-19 merebak, Pemerintah Desa 

memprioritaskan program pembangunan kesehatan 

melalui pengadaan ambulance oleh Pemerintah Desa 

Gading Watu. Namun, tidak juga mengesampingkan 

program pokok yaitu pembangunan infrastruktur desa. 

Sebagaimana pelaksanaan pembangunan jalan paving JDP 

Desa Gading Watu berikut: 

 
Gambar 4. Jalan Paving JPD Desa Gading 

Sumber : Dokumen Desa,2022 
 

Pembangunan jalan paving JPD ini didahulukan 

karena jalan ini merupakan jalan penghubung antar dusun-

dusun yang banyak dilalui oleh kendaraan masyarakat, 

serta merupakan jalan yang rawan terkena banjir, 

perbaikan jalan pavling ini dilakukan di dusun Watu 

kulon. Maka berdasarkan hal tersebut perlunya perbaikan 

jalan paving JPD Desa Gading Watu yang utama. 

Kemudian pembangunan pagar makam RW.03 dimana 
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pagar makam RW.03 telah lama direncanakan namun 

tidak juga direalisasikan di tahun sebelumnya, maka dari 

itu pembangunan pagar makam ini dipilih untuk 

direalisasikan ditahun 2022. 

 
Gambar 5. Pembangunan Pagar Makan RW.03 

Sumber: Dokumen pribadi penulis,2023 
 

Pembangunan pagar makam yang berlokasi di 

RW.03 dilakukan melalui dana alokasi desa sebesar 

60.000.000 dilakukan berdasarkan saran dan usulan warga 

dari RW.03, mengingat pada masa pandemi covid-19 telah 

terjadi wabah yang menyebabkan banyaknya orang 

meninggal sehingga perlu adanya pembatas antara tanah 

makam dan bukan tanah makam.  

Berdasarkan hal di atas pemilihan unsur selektif 

dilakukan dengan tetap memperhatikan pemerataan 

pembangunan dan terdiri dari keseluruhan aspek 

kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat. Selain itu, dalam pemilihan unsur selektif 

juga memperhatikan keterbatasan anggaran dana yang 

diberikan pemerintah pusat. Analisis kondisi darurat 

tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi segala 

permasalahan yang muncul secara tiba-tiba. Dimana 

bilamana tidak diatasi, maka dapat mengakibatkan 

permasalahan. 

 

4. Akuntabel 

Ariadi menyatakan (2019) tanggung jawab adalah 

tanggung jawab dalam hal merencanakan program 

pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga perlu 

memperhatikan setiap tahapan pelaksanaan musrenbang, 

mulai dari perumusan masalah hingga penganggaran.  

Akuntabilitas penyusunan anggaran dengan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dapat dipenuhi dengan 

tepat sesuai aturan tertulis.  Hal ini selaras dengan 

pendapat Bapak Mukayat sebagai Sekretaris Desa Gading 

Watu:  

“tahapan dari sumber dana ini semua ada 

tahapannya, salah satunya ada sumber 

pendapatan asli desa (PAD) itu nanti akan 

digunakan untuk apa harus jelas, karena hal 

tersebut nantinya akan pertanggungjawaban ke 

pemda”. (Wawancara, 14 Januari 2023) 
 

Merujuk pada wawancara di atas, dapat dilihat bahwa 

pada tahap penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa 

Gading Watu melalui beberapa tahap. Pada tahap I, 

pemilihan program pembangunan dilakukan berdasarkan 

pertimbangan warga desa, dimana diprioritaskan dengan 

kebutuhan yang paling mendesak, kemudian dana 

pemerintah yang dibutuhkan setelah pembangunan selesai 

serta pelaksanaan anggaran, apakah sejalan dengan tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, akuntabilitas didefinisikan  

setiap kegiatan dan hasil perencanaan pembangunan 

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

yang menurut undang-undang merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi di negara. Akuntabilitas sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terkait program yang 

dijalankan dengan, maka perlunya akuntabilitas oleh pihak 

yang terlibat langsung pada pelaksanaan program 

didalamnya. Maka dari itu perlunya tahapan agar 

pencairan dana desa sesuai dan tidak diselewengkan, Salah 

satu keikutsertaan perwakilan pelaksanaan program Bapak 

Suntoro yang menjabat sebagai Ketua RT.03 Desa Gading 

Watu menjelaskan: 

“pada proses pembangunan, tentu pengelolaan 

keuangan dan anggaran yang masuk harus 

dipertanggungjawabkan melalui nota pembelian, 

misal dana yang dianggarkan berapa juta, maka 

perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang 

harus dibuat agar tidak terjadi penyalahgunaan 

dana” (Wawancara, 16 Januari 2023) 
 

Unsur akuntabel sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber dana yang 

pelaksanaannya dilimpahkan pada entitas pelaporan untuk 

mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, 

tanggung jawab pengurus desa juga akan berlanjut setelah 

proses perancangan RKP Desa mengkomunikasikan 

kemajuan pembangunan kepada masyarakat dan 

melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan selama 

pelaksanaan musrenbang desa. Dengan adanya 

akuntabilitas, harapannya dapat menjadikan kinerja 

pemerintah desa semakin berkualitas sehingga dana desa 

yang dikelola dapat dijadikan tolok ukur kepercayaan 

masyarakat (Suhroh&Pradana,2021). 

Selain itu, unsur akuntabel juga harus memastikan 

bahwa pada setiap hasil akhir kegiatan yang dilakukan 

aparatur Desa Gading Watu bisa dipertanggung jawabkan 

pada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan berdasar 

pada undang-undang atau secara sederhana masyarakat 

sebagai penerima layanan dari apa yang dilakukan 

pemerintah. Berdasar pada hasil penelitian ini pada unsur 

akuntabel perlunya pihak-pihak yang ikut serta dalam 

proses pembangunan kegiatan pada Desa Gading Watu 

agar hal tersebut menjadi tepat sasaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas 

kegiatan Musrenbang, tetapi juga menunjukkan tanggung 

jawab selama proses pembangunan. Pelaksanaan anggaran 
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merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengurus desa atas 

pengalokasian anggaran yang dipakai di seluruh wilayah 

desa. Dana tersebut bersumber dari pendapatan asli 

pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota.  

 

5. Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam 

rangka membawa perubahan masyarakat di bidang 

ekonomi dan sosial budaya (Wahyuningsih dan Pradana, 

2021),. Pemberdayaan desa sebagai bentuk dalam 

mengembangkan kemandirian juga meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui sikap, pengetahuan,  

keterampilan sebagai bentuk esensi dalam program 

peningkatan kesejahteraan desa. Kajian ini 

menitikberatkan pada upaya penguatan masyarakat desa 

Gadingwatu agar mampu mengembangkan potensi desa 

dengan cara yang turut berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi masyarakat.  

Desa Gading Watu berupaya untuk menjadikan Desa 

Gading Watu sebagai desa berdaya saing, sehingga 

pemerintah desa mulai membuat syarat desa penentuan 

nasib sendiri ini karena belum ada bukti konkrit dari 

praktik penentuan nasib sendiri bersaing dan diharapkan 

demikian. Pemerintah saat ini dalam tahap pembangunan 

kios yang nanti akan dikelola oleh BUMDES yang 

harapannya menjadikan pendapatan kas desa meningkat 

melalui penyewaan lapak kepada warga. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bapak Hartono sebagai Wakil BPD 

Gading Watu yang mengatakan: 

“pemberdayaan yang saat ini akan dilakukan 

contohnya adalah pembangunan kios yang akan 

dikelola oleh BUMDES, yang pada awalnya 

sudah ada beberapa pedagang yang berjualan di 

bawah area Tol, dari situ pemerintah desa 

mengarahkan untuk berpindah ke sebelah barat 

area bawah tol, dengan menyediakan kios-kios 

agar jauh lebih tertib. Kios tersebut dibangun di 

area Desa Gading Watu” (wawancara, 15 Januari 

2023) 
 

Pembangunan kios yang dilakukan Desa Gading 

Watu sebagai bukti dari Program RKP Desa tahun 2022 

yang telah di anggarkan sebelumnya. kios warga ini 

diberikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan 

pemberdayaan, berikut adalah bukti dari porgram 

pembangunan kios masyrakat Desa Gading Watu. 

 
Gambar 6. Pembangunan Kios Desa Gading Watu 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2023 

 

Upaya pembangunan kios ini terjadi karena adanya 

masyarakat desa yang berjualan di bawah area jalan Tol. 

Pemerintah desa mempunyai rencana ke depan yang 

sedang didiskusikan pada musyawarah desa untuk 

optimalisasi BUMD dan memberikan pemberdayaan dan 

pembinaan pada masyarakat agar bersama-sama mampu 

melakukan pengembangan potensi desa dalam rangka 

kepentingan masyarakat.  

Adapun upaya lain yang dilakukan melalui 

pemanfaatan website desa sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Mukayat selaku Sekretaris desa mengatakan: 

“Selain upaya kami membangun kios itu, 

pemerintah desa telah lama melakukan promosi di 

website desa ya. Dengan harapan pengunjung 

website yang tentu tidak hanya dari desa kami bisa 

mengetahui terkait potensi desa kami terkhusus 

dibidang UMKM” (wawancara, 14 Januari 2023). 
 

Upaya promosi pada website ini sebagai bentuk 

upaya memberikan wadah promosi kepada pelaku UMKM 

yang ada di Desa Gadingwatu. Sehingga konsumen yang 

membeli tidak hanya sebatas warga desa saja, namun bisa 

menjangkau peminat yang lebih luas. 

 
Gambar 7. Promosi UMKM Di Website Desa 

Sumber: https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/ 
 

Oleh karena itu, pembangunan kios dan promosi 

melalui website harus menjadi salah satu langkah solusi 

dalam hal pemberdayaan. Hal ini karena, pemberdayaan 

masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat (Wastiti dan Ma’ruf, 

2021). UMKM sebagai salah satu bentuk pemberdayaan 

masyarakat yang diharapkan mampu menjadikan 

perekonomian masyarakat yang tergolong miskin jadi 

meningkat (Kurniawan dan Fauziah, 2014). 

Pemberdayaan yang dilakukan Desa Gading Watu 

agar dapat mensejahterakan masyarakat dan menciptakan 

desa yang berdaya saing. Pemerintah desa berupaya 

menciptakan persyaratan agar desa memiliki unsur daya 

saing sehingga mampu memperbaiki ekonomi, sosial 

sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih 

baik. Dengan harapan, pemberdayaan desa terus 

berkesinambungan sebagai proses memandirikan 

masyarakat dalam mengatasi permasalahan serta 

senantiasa berusaha supaya kebutuhan hidup terpenuhi. 

https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/
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Unsur pemberdayaan pada desa merupakan hal 

utama karena desa merupakan dasar dari pemerintah, 

dimana masyarakatnya menjadi agent of change pada 

struktur pemerintah desa. Pemberdayaan yang dijalankan 

pemerintah desa menjadi suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat ketika berdagang sehingga 

perekonomian juga meningkat. Selain itu, pemerintah desa 

juga menjalankan pembinaan dan pendampingan supaya 

masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan. Dengan demikian, kesejahteraannya menjadi 

meningkat. 

 

6. Keberlanjutan 

Keberlanjutan artinya perencanaan tidak bisa terhenti 

di satu tahap saja, tetapi harus berkesinambungan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

diperlukan evaluasi selama proses perencanaana (Ma'rif 

dkk, 2010). Kajian ini berfokus pada kesinambungan 

program pembangunan yang sudah terencana pada 

musyawarah desa, pemantauan program pembangunan 

dan kebermanfaatan untuk masyarakat dari program 

pembangunan yang dilaksanakan. Upaya dalam 

memandirikan masyarakat dengan potensi yang dimiliki 

desa, untuk mendorong keberhasilan dari suatu program 

desa, perlu adanya keberlanjutan agar tujuan dari program 

yang telah dilakukan berhasil (Hardiyanti dan Ma’ruf, 

2021) 

Berkelanjutan dalam melakukan pengembangan 

program dan kegiatan pembangunan Desa Gading Watu 

dengan memanfaatkan sumber daya di desa sebagai upaya 

untuk memotivasi warga agar masyarakat termotivasi 

menjadi masyarakat mandiri dan berdaya saing guna 

mensejahterakan hidup mereka. Berdasarkan wawancara 

bersama Bapak Mukayat selaku sekretarisadesa 

mengatakan bahwa:  

“pembangunan di Desa Gading Watu tidak hanya 

dilakukan, dan tidak ada keberlanjutan, tentunya 

adanya pembangunan ini diharapkan bisa 

bermanfaat secara terus menerus untuk 

masyarakat.” (Wawancara 14 Januari 2023) 
 

Pemerintah Desa Gading Watu memfokuskan pada 

pembangunan kios yang nanti akan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya 

masukan dari penyewaan kios. Hal ini juga akan 

membantu bagi masyarakat desa untuk melakukan 

perputaran ekonomi. Selain itu ada pembangunan paving 

jalan yang akan dilanjutkan, akses jalan ini menjadi 

penting karena sebagai penghubung desa yang banyak 

dilalui kendaraan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

pendapat Bapak Hartono selaku Wakil BPD Desa Gading 

Watu sebagai berikut: 

“program yang dibuat untuk masyarakat dari 

Desa, mempunyai harapan besar dapat memberi 

kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik, 

jadi program yang dijalankan dapat berlanjut 

seterusnya, seperti program pembangunan kios 

yang harapannya dapat member masukan dana 

bagi desa dengan penyewaan kios, kemudian 

pembangunan paving jalan JPD yang belum 100% 

jadi, maka pembangunan jalan tersebut akan 

dilanjutkan pada tahun berikutnya, karena   

pembangunan tidak bisa diselesaikan dalam satu 

waktu sekaligus” (wawancara, 15 Januari 2023) 
 

Proses berkelanjutan penting untuk dilakukan agar 

proses dalam pembangunan agar sesuai tujuan desa 

tersebut dapat terwujud. Maka dalam program yang telah 

dilakukan oleh Desa Gading Watu perencanaan 

berkelanjutan guna melihat adanya update pembangunan 

desa apakah masih terus dilanjutkan atau hanya berhenti 

ketika program telah usai, maka untuk meyakinkan bahwa 

program yang dijalankan sesuai, rapat evaluasi 

diselenggarakan secara rutin yakni tiap semester. Proses 

evaluasi dilakukan dengan BPD pada awal semester 1 dan 

akhir semester 2. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Bapak Hartono selaku Wakil BPD Desa Gading Watu 

sebagai berikut. 

“Kalau dari kami rutin melakukan rapat evaluasi 

rutin di awal dan akhir tahun. Selain itu biasanya 

ada rapat rutin antara pemerintah desa dan warga 

untuk mendiskusikan progress pembangunan dan 

kendala-kendala yang dihadapi untuk dicari 

solusinya bersama-sama.” (Wawancara, 15 

Januari 2023). 
  

Rapat evaluasi, dilakukan oleh perwakilan 

masyarakat Desa Gading Watu, perangkat desa, dan BPD. 

Pada pertemuan tersebut turut mendiskusikan terkait 

pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung dan 

hambatan untuk menemukan solusi. Program 

pembangunan yang dilakukan pemerintah desa selama ini 

member dampak signifikan bagi perekonomian 

masyarakat. Satu di antaranya adalah pembangunan jalan 

dan pembangunan kios dimana akan dilaksanakan secara 

bertahap untuk memudahkan aksesbilitas masyarakat 

untuk menggunakan fasilitas umum juga kehidupan 

komersial desa. 

Ucapan Terima Kasih 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen 

pembimbing, Ibu Eva Hany Fanida, S.A.P., M.A.P dan 

Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si selaku dosen 

penguji, Pemerintah Desa Gading Watu, Badan 

Permusyawaratan Desa Gading Watu, Ketua RT 03 dan 

pihak lainnya yang sudah membantu dan mendukung 

peneliti sehingga penelitian telah terselesaikan dengan 

baik. 

PENUTUP 

Simpulan 



Publika. Vol 11 Nomor 3, Tahun 2023. 2243-2256 

 

 

2254 

 

Penyusunan RKP Desa merupakan salah satu tugas 

dari proses perencanaan pembangunan tingkat desa 

sebagai pedoman kegiatan pembangunan setiap tahunnya. 

Kegiatan penyusunan RKP Desa menunjukkan perlunya 

melibatkan pihak lain dalam pembangunan. Keterlibatan 

dari elemen masyarakat yang ada harapannya mampu 

menjadi wadah aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat.  

Pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu 

melibatkan semua unsur, termasuk aparatur desa, BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa), serta masyarakat untuk 

mengikuti musyawarah terkait penyusunan RKPDesa. 

Meskipun masih terdapat beberapa yangatidak dapat hadir, 

partisipasi dari semua pihak tetap diupayakan. Selain itu, 

tim penyusun RKPDesa yang terbentuk melibatkan unsur 

lain seperti karang taruna dan PKK dalam mengumpulkan 

usulan dari masyarakat sebelum rapat penyusunan 

RKPDesa. 

Pada aspek transparansi, Pemerintah Desa Gading 

Watu telah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi 

indikator transparansi. Pertama, melalui musyawarah desa 

sebagai forum terbuka antara aparatur desa dan 

masyarakat. Kedua, dengan menggunakan teknologi 

melalui website desa yang dapat diakses kapan saja. 

Ketiga, dengan menampilkan banner di depan Balai Desa 

sehingga masyarakat dapat mengetahui pengeluaran dana 

dan program pembangunan yang telah dijalankan oleh 

pemerintah desa. 

Pada aspek selektif, Pemerintah Desa Gading Watu 

telah menetapkan prioritas pembangunan yang 

memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemerataan 

pembangunan, dengan fokus pada pembangunan fisik dan 

non-fisik. Selama pandemi Covid-19, pemerintah desa 

memprioritaskan program pembangunan kesehatan. 

Meskipun begitu, prioritas pembangunan juga meliputi 

seluruh aspek kehidupan masyarakat dan terus 

memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

Pada aspek akuntabel, tanggung jawab pemerintah 

desa tidak hanya terbatas pada kegiatan Musrenbang, 

namun juga selama proses pembangunan. Pelaksanaan 

anggaran menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengurus 

desa atas penggunaan alokasi anggaran di seluruh wilayah 

desa. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa 

berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli 

pemerintah, pemerintah kabupaten, dan kota. 

Pada aspek pemberdayaan, pemerintah desa 

melakukan pemberdayaan sebagai upaya dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berdagang 

sehingga perekonomian meningkat. Selain lokasi yang 

disediakan untuk berjualan, pemerintah desa juga 

memberikan pembinaan dan pendampingan supaya 

masyarakat mampu mengoptimalkan fasilitas yang telah 

tersedia dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui 

promosi di website desa. 

Pada aspek keberlanjutan, dalam rangka 

terlaksananya program pengembangan yang sesuai dengan 

perencanaan, pemerintah desa dan masyarakat desa 

Gadingwatu melakukan rapat evaluasi rutin setiap 

semester. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat desa 

juga menyelenggarakan rapat rutin untuk mendiskusikan 

pekerjaan pembangunan yang berlangsung dan hambatan 

yang dihadapi serta mencari solusi. Program 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa 

memberi dampak signifikan bagi perekonomian 

masyarakat, contohnya pembangunan jalan desa dan 

pembangunan kios yang bertahap untuk memudahkan 

aksesibilitas masyarakat ketika memakai fasilitas umum 

dan mengikuti kegiatan komersial di desa. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti pada 

penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan 

melakukan komunikasi dengan baik dan menentukan 

pelaksanaan musyawarah desa di waktu yang tepat 

agar semua masyarakat dapat datang untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

2. Pemerintah Desa Gading Watu sebaiknya melakukan 

pembaharuan data secara berkala, berkaitan dengan 

dokumen RKP Desa maupun kegiatan pembangunan 

yang telah dilaksanakan. 

3. Menjamin untuk memprioritaskan usulan yang belum 

dilaksanakan di tahun sebelumnya pada penyusunan 

RKP Desa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berguna 

agar masalah atau kebutuhan masyarakat tidak 

terlupakan. 

4. Mensosialisasikan pelaksanaan anggaran dari kegiatan 

pembangunan yang telah dirumuskan pada RKP Desa 

kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat 

mengetahui terkait progress keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan.  

5. Melakukan pemberdayaan secara berkala terkait 

perekonomian sebagai tindak lanjut pembangunan kios 

yang dilakukan pemerintah desa Gading Watu. Hal ini 

dibutuhkan agar kios yang dibangun dapat berguna 

dengan baik dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi 

pemerintah dan masyarakat. 

6.  Mengupayakan partisipasi masyarakat yang real time, 

melalui program aduan masyarakat. Sehingga 

partisipasi yang dilakukan tidak hanya sebatas saat 

musyawarah desa dilakukan namun dilakukan secara 

berkelanjutan, sehingga pembangunan yang telah di 

rencanakan sebelumnya dalam pelaksanaanya berjalan 

dengan baik. 
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